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TENTANG

PELIMPAIIAIIT XTI(UASAAIT SEITGTLOLAAI{ KEUAISGAIT DATR'A}I
DARI KEPALI\ DATRAH KEPADA SKPKD KEPALA BAI}Atr KEUAITGAII DAN ASEf

DATRAII KABIIPATIS IIALMAIITRA B.*RA'T SELAIfiI PPKD DALAM MILAI(SAITAKA$
tr'rrlscsrlrYA sELAr(u BEr5DAr{ARA UMUM DAERAIT {BUD}

DI LI1TGKUilGAIT PEMTBISTA}I TTABUPATEIT I{ALMAIIIRA BARAT
TAIIU!5 ASGGIARAil 2O2S

BUPATI HALMJTHERA BARAT,

Menimbang : a. bahrva untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan l)aerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ilaimahera Barat Tahun Anggaran '2A21, maka berdasarkan Pasal 4
ayat {3} dan ayat {4} huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
'2tj19 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri
l)alam Negeri Nomor 77 Tahun 2AZA tentang Pedorlan Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, I3upati Selaku Kepaia Daerah sebagai
Pemegang Kekuasaan Pengeiolaan Keuangan lfaeratr perlu
melimpahkan Pengelolaan Keuangan l)aerah dari Kepala l)aerah
Selaku Kepala Pemerintah Daerah kepada Kepala Badan Keuangan
darl Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di
Lingkungan Pemerintah KaLrupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
periu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Kepala Daerah Kepada SKPKD
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten llalmahera lJarat.
Selaku Fejai:at Pengelola Keuangan Daerah {PPKD} Dalam
Meiaksanakan Fungsinya Selaku Bendahara Umurn I)aerah {BUD} di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2025.

Mengingat. : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Dar"urat'Iahun 1957 tentang Pembentrrkan lJaerah-
daerah Swatantra Tingkat iI Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat
I Maluku menjadi Undang-undang;

'2. Undang*undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Katrupaten Buru rlan Kabupaten Maluku Tenglara
Barat, Sebagaimana l.elah Diubah l)engan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahrin 2A03 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten F{almahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun '2OA4 tentang Perbendaharaan

Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan l)aerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun '2A22 tentang Flubungan Keualgan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
B. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;
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Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2$19 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2A tentang

Pedoman Teknis Pengeloiaan Keuangan Daerah;

Feraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2A2L tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Haknahera }3arat Nomor 6 Tahun 201f>

tentang Pembentukan <lan Susunan Perangkat Daerah Kabupat"r:rt

Halmahera Barat;
Peraturan l)aerah Kabupaten Halmahera llarat Nomor 2 Tahun '20'22

tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 2 'lahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016

tentang Fembentukan dan Susunan Perangkat flaerah Kabupaten

Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Katrupaten Halmahera Barat Nomor 1'ahun 2025

tentang Anggaran Pendapatan rlan Belaqja tr)aerah Kabupaten

Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
Peraturan tsupati }{almahera Barat Nomor Tahun 20'25 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan tselanja Daerah Kabupaten
l{almahera Barat Tahun Anggaran 20'25'

MTMUTUSI{AN:

Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Kepala
Daerah Kepada SKPKD Kepala Badan Keuangan rlan Aset Daerah

Kabupaten [{almaheru Barat Selaku Pejzrbat Pengellola Keuangan
Oaerah (PPKD) Dalam Melaksanakan Fungsinya Selaku Bendahara
Umum Daerah {BUD} cli Lingkungan Pemerintah Katxipaten
Halmahera Bnrat Tahun Anggaran 2425.

Pelimpahan sebagaiillana dimaksud fliktum Kesatu, SKPKD selaku
PPKD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

a. Menl,usun rlan rnelaksanakan kebijakan Pr:ngelolaan Keuanga-n
Daerah;
Men-Vusun rancaflgan lrerda tentang APBD, ralrcangan Percia

tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang
pertanggungjau'aban pelaksanaan APBD ;

Melaksanakan fungsi BLID; dan
Meiaksanakan tugas lainnl'a sesuai dengan ketentuan peratura*
perundang-unrlangan; dan

e. Bertanggung jarnab atas pelaksanaan
Daerah melalui Sekretaris lJaerah.

tugasnya kepada KePala

Pelirnpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, PPI(D sel'aku BUD

berwenang:
a. Men-vusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. h{engesahkan DPA-SKPD;
c. Melakukan pengencialian pelaksanaan APBD;
d. X,Iemberikan pet-unjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan d*n

pengeluaran kas claerah;
Menetapkan SPD;
Menyiapkan pelaksanaan
nama Pemerintah Daerah;

pinjaman dan pemberian jaminan atas

g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
h. Men,vajikan inforrnasi keuangan daerah;
i. Uelakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan rlan

Pengeluaran daerah Sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas

Umum Daerah; dan
A
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I3ertanggungjaw'ab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dan Ketiga,
PPKD memiliki ker,r.enangan lain, yaitu :

a" Mengeiola investasi;
b. Menetapkan anggaran kas;
c. Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
d. Membuka rekening Kas Umum Daerah;
e. Membuka rekerring penerimaan;
f. Membuka rekening pengeluaran; dan
g. Menyusun lapoi'an keuangan yang

pertanggungjarn aban pelaksanaan APBil.
men-ipakan

Pelimpahan wervenang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah {PPKD) bertanggungjar,r'ab penuh
atas Pengelolaan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Penunjukan dan Penetapan I'}ejabat sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu, tetap berpedoman patla ketentuan Peraturan
Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelotraan Keuangaa
Daerah dan Peraturan Menteri Dal,am Negeri Nomor 77 Tahran 2A2*
tentang Pedoman Teknis Fengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan
Perundang- undangan laimrya.

Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal : Z Januar-i 025

AUPATI

?emhusan ; disampaikan keoada Yth;

1. Menteri Dalarn Negeri di Jakarta,
2. tlubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Per-w-akilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailo1o,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

BARA?,

Ass. Bid. Eko & Pembangunan

Kai:ag. Flukum & Orgs
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